
BUPATI TAPIN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 19 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN           

NOMOR 14 TAHUN 2010 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 
Menimbang : a.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, belum sepenuhnya mengakomodir 
seluruh jenjang pendidikan, terutama mengenai 
pemberian dukungan Pemerintah Daerah 
terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi 
khususnya yang ada di Daerah;  

b. bahwa untuk mengakomodir pemberian 
dukungan terhadap penyelenggaraan tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3041)   sebagaimana  telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang    
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4586); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496),  sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5410); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi  dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4863); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tapin; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

dan 
 

BUPATI TAPIN 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 14), diubah 
sebagai berikut : 
 
1. Diantara ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 2 

(dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Bagian Ketiga 

Pendidikan Tinggi 

Pasal 17A 

(1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan menengah 
yang meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis 
dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. 

 



5 
 

(2) Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, 
sekolah tinggi, institut dan universitas. 

(3) Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan penyelenggaraan 
program akademik, profesi dan vokasi. 

(4) Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
 

Pasal 17B 

(1) Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia serta 
untuk percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah 
Daerah mendorong pendirian perguruan tinggi di daerah 
dalam bidang atau program studi yang sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan daerah dan dorongan tersebut 
berupa pemberian dukungan rekomendasi, sarana dan 
prasarana yang merupakan aset daerah yang tidak terpakai 
atau yang tidak digunakan secara optimal. 

(2) Perguruan Tinggi yang pendiriannya diprakarsai oleh 
Pemerintah Daerah secara teknis operasional 
diselenggarakan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang 
berbadan hukum dan harus mendapat persetujuan atau izin 
operasional pendidikan dari Pemerintah. 

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber 
daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi yang 
didirikan didaerah sesuai dengan kemampuan yang ada, 
baik dalam bentuk bantuan pendanaan, ketenagaan, 
prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kerjasama, 
maupun bentuk lain yang dibutuhkan. 

(4) Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah dapat 
membuat kebijakan khusus terkait mekanisme pemberian 
dukungan sumber daya kepada perguruan tinggi yang 
didirikan di daerah, yang selanjutnya akan diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pendirian 
perguruan tinggi, mekanisme penyaluran dukungan sumber 
daya oleh Pemerintah Daerah kepada perguruan tinggi dan 
aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
perguruan tinggi di daerah mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
 
 
 
 


